BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kriminalisasi , baik berdasarkan teori liberal
individualistik serta teori ordening strafrecht, perbuatan orang yang
melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang serta yang
melakukan perjanjian komisi tidak dapat dikriminalisasi karena baik dari
segi teori liberal individualistik yakni terkait dengan bagaimana suatu
perbuatan merugikan orang lain, perbuatan berupa pinjam-meminjam
uang atau barang serta perjanjian komisi tidak merugikan orang lain
karena perbuatan tersebut hanya mengikat para pihak yang bersepakat.
Begitu juga berdasarkan teori ordening strafrecht yakni teori yang
mendasari suatu peraturan itu bertentangan atau tidak dengan kebijakan
pemerintah. Baik perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang serta
perjanjian komisi keduanya sudah diatur dalam KUHPerdata dan kedua
perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 272 RKUHP bukan merupakan
suatu perbuatan yang dilarang sehingga tidak diperlukan izin untuk
melakukan kedua hal tersebut dan rumusan pasal tersebut dianggap
bertentangan dengan kebijakan pemerintah yakni KUHPerdata sehingga
perbuatan berupa perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang serta
perjanjian komisi bukanlah suatu perbuatan yang merupkan suatu

kejahatan dan bertentangan dengan kriminalisasi.
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2. Perbuatan orang yang melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang atau
barang serta perjanjian komisi dianggap bertentangan dengan prinsip-
prinsip kriminalisasi. Dalam hal ini penulis telah menetukan beberapa
prinsip yang harus menjadi pertimbangan dalam kaitan kriminalisasi
dengan perumusan dalam Pasal 272 RKUHP. Prinsip-prinsip tersebut

meliputi:

Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat
karena merugikan, atau setidaknya berpotensi merugikan, mendatangkan
korban, atau berpotensi menimbulkan korban?

Kriminalisasi haruslah mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan

dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

Apakah kriminalisasi tersebut hanya akan menambah beban aparat penegak

hukum atau tidak, atau justru malah tidak dapat diemban oleh aparat

penegak hukum?

3. Rumusan Pasal 272 RKUHP merupakan suatu rumusan pasal yangsalah
karena Berdasarkan dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dimaksud
dalam Pasal 272 RKUHP berupa perjanjian pinjam-meminjam serta
perjanjian komisi merupakan suatu perbuatan yang tergolong sebagai
ranah hukum perdata, sehinngga tidak dapat dipidanakan. Secara hukum
perjanjian pinjam-meminjam maupun perjanjian komisi sudah jelas
merupakan ranah hukum perdata. Kendati demikian dalam
kenyataannya, apabila dalam perjalanan kerja sama tersebut ditemukan
bukti penipuan, maka barulah kasus tersebut dapat diproses secara
pidana.Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara perdata dapat
dipidanakan apabila didalamnya terdapat unsur pidananya misalnya

penipuan .

4. Rumusan Pasal 272 RKUHP merupakan suatu rumusan Pasal yang
bertentangan dengan Ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata,
dimana Perbuatan orang yang meminjamkan uang atau barang yang

dapat digolongkan sebagai Perjanjian Pinjam Meminjam telah diatur
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dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Sedangkan Perjanjian Komisi dalam
KUHPerdata juga diatur walaupun tidak secara tegas dinyatakan
mengenai pengertian Perjanjian Komisi. Dalam Pasal 411 KUHPerdata
walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun Pasal tersebut
menunjukkan bahwa Perjanjian Komisi boleh diberlakukan oleh Para
Pihak sehingga disimpulkan bahwa Pasal 272 RKUHP bertentangan
dengan KUHPerdata.

B.Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari skripsi ini, penulis memberikan saran

sebagai berikut :

1. Aturan Pasal 272 RKUHP tersebut hendaknya dihapus, karena rumusan
pasal tersebut bukan merupakan ranah hukum pidana melainkan tergolong
dalam ranah hukum perdata.

2. Mengingat Pasal 272 RKUHP ini bukan tindak pidana melainkan tergolong
dalam ranah hukum perdata, sebaiknya para legislator dan penegak hukum
harus melakukan perumusan ulang terhadap pasal tersebut agar tidak

menimbulkan permasalahan dan dapat diterima dimasyarakat.
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